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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pencipta
arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan
akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan
arsip dinamis yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1038);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 997);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan Arsip.

4. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang
disusun secara logis dan sistematis berdasarkan
kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi
sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.

S. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah
pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan
pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan
terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat

dan perorangan.
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Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian
pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip
untuk mempermudah pemanfaatan Arsip Dinamis.
Pengamanan Arsip Dinamis adalah program
perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis
berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disingkat Kementerian PPN/Bappenas
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip
Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan
Pengamanan Arsip Dinamis di Kementerian
PPN /Bappenas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Pencipta Arsip adalah Kementerian PPN /Bappenas.

Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di
lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional
tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara,
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,dan

Perguruan Tinggi Negeri.
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